V. PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disgjikan pada bab-bab sebelumnya, maka
pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari
pembahasan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual
makanan berbahaya. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian dalam
skripsi ini, maka dikemukakan beberapa saran guna meningkatkan upaya-upaya yang
konkrit dalam hal melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang

menjual makanan berbahaya.

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan
mengandung bahan berbahaya di wilayah Lampung dilaksanakan dengan
menggunakan 2 (dua) cara, yaitu non penal dan penal. Dalam prakteknya upaya
penegakan hukum yang dilakukan lebih diutamakan kepada yang bersifat
preventif. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan yang berkaitan
dengan makanan yang mengandung bahan berbahya ini banyak berkait erat
dengan home industri, sehingga jika yang lebih diutamakan pendekatan represif
(penal) maka akan membawa dampak yang cukup berat, baik bagi pelaku di

daerah Lampung.
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2. Faktor-faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang
menjual makanan mengandung bahan berbahaya dapat dipaparkan sebagai

berikut:

a. Kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap kejahatan makanan
yang mengandung bahan berbahaya. Penegak hukum lebih mendahulukan
penanganan terhadap kejahatan-kgahatan yang menimbulkan akibat

langsung.

b. Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum

terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.

c. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap makanan
yang mengandung bahan berbahaya itu sebagai suatu kejahatan (melanggar

hukum).

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi timbulnya korban lebih banyak lagi, maka aparat penegak
hukum (khususnya polis) diharapkan bertindak lebih pro-aktif dalam
menyelidiki dan menyidik pelaku usaha yang menjual makanan mengandung
bahan berbahaya tersebut, tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan

terlebih dahulu dari masyarakat/konsumen yang telah menjadi korban ke ahatan
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makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut, karena kejahatan
makanan yang mengandung bahan berbahaya ini merupakan delik umum, yang
penuntutannya dapat dilakukan tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan

dari korban.

Daam rangka melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelaku
usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya, pihak pemerintah
(Badan POM) dihargpkan melakukannya secara transparan, VYaitu
mempublikasikan tindakan-tindakan tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu
diharapkan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara instansi
pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan makanan yang
mengandung bahan berbahaya dengan penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)

yang bertugas untuk menyidik, menuntut, dan mengadili perkaratersebut.



